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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu di selamatkan
karena kredit bermasalah akan menimbulkan risiko kredit yang akan
memberikan kerugian kepada bank. Kredit bermasalah berpotensi
mengakibatkan kredit macet. Unsur kesehatan dari bank adalah NPL (non
performing loan), unsur dari NPL (non performing loan) adalah kredit
macet. Banyaknya nasabah yang mengalami kondisi kredit dalam kualitas
macet akan mengakibatkan buruknya kesehatan dari bank, maka dalam hal
ini kredit bermasalah harus diselamatkan.

2. Penyelamatan kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia
14/2/PBI1/2012 dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP, sejauh ini belum
memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI1/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Akibatnya dapat
merugikan bank dan nasabah. Kerugian yang didapatkan bank adalah

hilangnya kepercayaan dari nasabah dan kerugian yang didapatkan
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nasabah adalah ketidaknyamanan yang didapatkan nasabah atas perlakuan

dari bank.
B. Saran

1. Bank harus mengikuti prosedur dalam melakukan penagihan untuk
mempertahankan kepercayaan nasabah dan kelangsungan usaha bank.

2. Bank harus memberikan solusi yang saling menguntungkan kreditor dan
debitor dalam penanganan kredit bermasalah.

3. Bank dalam melakukan penagihan kepada nasabah harus dengan itikat
baik.

4. Nasabah harus melakukan pembayaran tepat waktu agar kelangsungan

usaha bank tetap stabil.
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